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PEM;;X.'IAIU KEzuASAMA

DIfiIAS PEIU G EN DALIAN PET{ DU DU K, KELUARGA BEREN CAN&
KEPENDUDI'KAN D,qN PENCATATAN SIPIL

PROI'INS! SUMATERA BARAT

DEzuGAN

BIRCI KERJASAMA PEMBAI{GUI{AN DAN RANTAI'
PROVWSI SI'MATERA BARAT

*EMAN FAA'A* *o*oR r NDU K ;:ffi:: ru KAru, DA,A !{EpE&r D, D,KA*DAN KARTU TAnIDA prruououx ercxrnorurx D;LAM r-AyAI{Aru LrruGKUp rlrcAsElRo KERJASAMA PEMEANeUNAIu DAN nnrurnu pmovri{$rsunnnriiin BARAT

Pada hari ini $emin tan8gal dua pualufi tima Bulan Ju^rni tahun dua ribu delapan belas yangbertanda tangan di bawah in!:

3.. Nama : i{. Novriai, S.E , Mg.,4;41
Alamat : .!t. Flasuna Said lUo. tit padang
Jabatan : Kepala Dinas rengenoatlan "pen'ouauk, 

Ketuarga Berencana, Kependudukandln pencatatan Sipil provinsi Sumatera-iurrtdalam hal ini bertindak untuk dan atas ni*, -oi*i'rengenoatian 
penduduk, KeiuargaBerencana, Kependudukan dan Pencatatan sipil provinsi $urnatera Earat yang selanjutnyadisebut PIFIAK KESATU

2. fl\Iarna : Drc. !-uhur Budianda Sy, M.Si.Alarinat : .ll. Jenderal suldirman 0{o. 54 padang
''ahatan : Kepala Biro Kerja san:la Pembanguian dan Rantau provinsi sun:atera Baratdalam hal ini hertindak untui dan atas nu*i eiio iieiia sama pemhangunan dan RantauProvinsiSumateraBaratyangseriniuinva;ffi;,ildi?KE,DUA.

PIFIAK KESATI, dan. .plFIl[K NeOUn;_ Valg setanjutnya secara ber$ama-sarna disebutPARA PtFtAK, tertebih dahutu ,.nlrrngXan seblgai nen:t<uti
1' bahwa PIhiAK KESATU adalah unsur pelaksana Pemerintah provinsisunnatera Earat dibidang

fffiTflHffi1;,.d,n ou,'ut"tr',leii v*;i:iilna',,iiffijJ;";;,r# i,;bernur provinsi

2' bahwa PIHAK KEDuA adalah unsur pelaksana Pemerintah.provinsisumatera Barat dibidangperumusan bahan kebi'fakan umum dan koortlinuui.'iiuiritasi, pemantauan, evaruasi danprelaporan kerja sama pembangunan dan rantau 
"il; iusru pembantuan yang bertanggungjawab kepada Gubernur provinli Su*rtum Barat;

,t-

trOMOR: 173 / gos
lLo./ oo6 / ?vs / 6fs -?btg

I {f ltrt



3. bahwa untuk menindaklanjuti lzin Guhernur Sunratera - 
Barat Nomor

A7L/Lgzs/OppneXpS.S/Xll/z}L? rrnggut 21 Desember 20L7 tentang Pemanfaatan NIK'

KTpel dan data Kependudulran atas 6-rrat Kepala Biro Kerja Sama Femban$unan dan

Rantau Provinsi Sumatera Barat Nomor OL}.2/L43.a/Bh{&R/K'2AX'7 Tanggal 27 0ft999r

l6iTi.iiirii'prr*"t 
"ran 

tzin l-{a}r Akses dan Pernanfaatan N!K, Data Kependudukan & KTP-

el.

dengan men'lperhatlkan ketentuan peraturan perundan$'undangan seba$ai herikut:

L. {Jndang-Undang Flomor 23 Tahun 2006 tentan$',Administrasi Kependudukan (Lembaran

nlegara Republik lndonesia Tahun 2006 l\om or L24, Tambahan Lembaran Ne$ara Republik

lndonesla Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Unda,n$ Nomor.24'

Tahun 20i.3 (Lernbaran Negari Republik tndonesia Tahun 2O13 Nomor 232, Tambahan

Lembaran Negara ReBublik lndonesia Nlomor 5a7ili
Z. ,"ru,u*n pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undan$-UndangJt\lom$r

23 Tahun 2006 tentang Adminlstrasi Kependudukan (Lembaran !\legara Republik lndonesla

Tahun 200? Nornor 8b, fambahan l-embaran Negara Republik lndonesia Nomor 4736)

sebagalmana telah Oiubitr dengan. Feraturan Pemerintah tdomor 102 Tahun 2AL2
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2012 trlomor 265, Tambahan Lembaran

Negara Republlk Indonesia f{ornor 5373);

3. Peraturan Freslden Nornor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Pendulduk

Berbasls Nornor Induk Kependudukan Secara Nasional, seha$almana telah diubah

beberapa kaii, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 1l-2 Tahun 2013 (Lembaran

I{egara Republik lndonesia Tahun 2013 Nomor 257};

4. Peraturan Menter! Datam Negeri Nomor 8l- Tahun 2015 tentaflg Persyalatan, Ruang

I-ingkup dan Tata Cara Pemberian Hak Akses sertA Pernanfaatan lttromor Indulk

Kependudukan (NIK), Data Kependudukan dan Kartu Tanda Pendudtrlr Elektronik;

5. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 51 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Data

Kependud ukan Tin gkat Provi nsi S umatera Barat;

PARA PIFIAK sepakat men'lbuat Perjanjian Kerja $ama tentang Pemanfaatan Nornor lndul<
Kependudukan, Data Kependudukan Dan Kartu Tanda Pendnrduk EXektronik Dalam Layanan
Lingkup Tugas Biro Kerja Sama Pembangunan dan Rantau Provinsi Sumatera Earat, den$an
ketentuan sebagai herikut:

Pasal L
Maksud dan Tu.luan

Maksud dan tujuan Perjanlian Kerja Sanra ini adalah untuk mengefektifkan fungsi dan penart

PARA PII{AK dalam pemanfaatan Nomor tndulr Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu
Tanda Penctrucluk Elektron ik.

Fasal 2
Ruang Lingkup

Ruang lingkup Per3'anjian Kerja Sama ini metiputi pemanfaatan :

a. Nomor lnduk Kependudukan (l{lK);
b. Data Kependudukan; dan
c. Kartu Tanda Penduduk Etektronik (KTP-et).

Fennanfaatan Nornor Indr.rk *"f;rTi$-$san, Dara ffiependudukan dam
Kartu Tanda Penduduk Elektronik

Pemanfaatan ftrllK, Data Keperidudukan dan KTP-eldalam rangka mengefektifkan:
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$lnknonisasi data pemerln:a manfaat dengan menggunakan datahase [tependudukan yang

herhasis$san l{lK;

b. Validasi clan verifikasi dalam prose$ pelayanan dalam linglkup layanan PlFlAEt

densan men$$unakan hllK, Data Kependutlukan dan KTP'el;dan

Perencanaan program kegiatan PIHAK KEDUA den$an menggunakan data agregat

kependoldukan;

Fasal 4
${ewaiiban PARA PI${AK

(1) PIFIAK KESATI, merTlpunyai kewa.lilran untuk:

a. memberikan hak akses secara terbatas data kependudukan kepada PIFIAK KEDUA

berupa nomor KK, t{tK, nama lengkap,.ienis ketamin, tempat lahir, tan$$a/bulan/tahun
l6hir, golongan darah, agama/Ircpercayaan, status perkawinam, status hubungan dalann

keluarga, pendidikan terakhlr, jenis pekerjaair dan alamat kepada PIHAK KEDUA;

b. menyeOiai<an jaringan konrunikasi data untuk L (salu) titik jaringan berbasiskan Virtuail
private rueWork ryFrul lP melaluifasititasi dan koordinasiden$an Dinas Komunikasi dan

lnforrnatilta Provlnsi Sumatera Barat;
c. rnenaberlkan User ID kepada PIFIAK KEDIrA yang pengelolaannya menjadi tanggung

jawab PISIAK ffiEDUA;
€1. rnemherlkan spesifikasi teknls perangkat pemlraca KTP-el

perundarr$-undan$an; dan
sesuai ketentuan Peraturam

KED['A

pernanfaatane. rnernberikan bimbingan teknis dan pendampingan teknis implementasi
NlK, Data Kependudukan, dan KTP-elatas biaya PIHAK KEDUA.

(2) Pll{AK IIEDUA mempunyai kewajiban untult:
a. mencantumkan NIK yang sudah dijamin ketunggalannya dalarn do$rumen yang

diterbltkan PIHA&{ ffiEDUA;
b. mernberikan hak akses secara terbatas data dari dokurnen yang dihasilkan sebagai

data hatikan, guna melengkapl database kependudukan milik F!I'[AK KESATU;
c. bertanggungjawab sebagai pemegang hak akses atas data kependudukan yan$ diakses

dAri FIFIAK KESAT{,!;
d. rnemberikan iayanan berbasiskan KTP-et;
e. menyediakan tenaga teknis dan perangkat pernbaca KTP-et, sesuai dengan spesiflkasi

yang diberlkan FIFIAK KESATT beserta Kartu secure acces.s module;
f. rnenyediakan dukungan anggaran untuk pelaksanaan blnnblngan teknis dan

pendampingan teknls implernentasi pernanfaatan NIK, Data Kependudukan, dan KTP-el;
g. n'lemlrantu sosialisasi pemanfaatan KTP-e! nneialui media cetak dan/atau elektronik;

dan
h. menlan'lin kerahasiaan, keutuhan, dan kebenaran data, serta tidak dilakukannya

penyimpanan data kependudukan yang telah diakses dari PIHAK KESATU walaupurr
jangka waktu Per.lanjian Kerja Sama ini telah berakhir.

Pasa! 5
FIak PARA PiHAK

PlhlAK KESATU mernpunyai hak untuk:
a. meng€wasi pelaksanaan kewa.liban p!FIAK KED[.[A;

b. rnendapatkan data balikan ata$ data kependudukannya telah diberikan PlFtrAK KESATL
berdasarkan Perjanjian Kerja Sama !n!, guna metengkapidatahase kependudu[<an; dan

c. rnendapatkan jaminan kerahasiaan, keutuhan dan kebenaran data yang diterin'la dan
diakses PIFIAK KEDt A, walaupun jangka waktu Perjanfian Kerja Sama ini telah
berakhir.

plFlAK ffiEDUA nren:lpl.tnyal hak untuk:
a- mendapatkan hak akses secara terbatas data trependudukan Nrerupa nomor KK, NlK,

nama leng$<ap, ienls kelamin, tempat Nahlr, tanggal/bwlan/tahun lahin, golongan darah,

(1)

(2)
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agama/keBercayaan, statLls perkawinan, status hubungan dalarn ke!uarga, pendidikara
terakhir, ienis pekerjaan dan aramat dari pIFIAK KEsATil; ou"- 

-- '- '
h' mendapatkan bimbingan teknis dan pendarnpingan teknis pemanfaatan NlK, DataKependudukan, dan lffP-el serta penggun.in punungkat pembaca KTp-e!, atas lriayaPIFIA8( KEDUA.

Fasa! S
Jangka Waktu 

,

::tl1'u11.".I9'i' sama ini mulai berlaku sejak ditandatanganinya perjanl"ian Kerja sama ini oteh

Fflffifi,ffifl 
sampai dengan ransgar as iuni drr;;'iapat diperpanians atas persetujuan

Berar<hirnya -:;:f;,l_ Kerja sarna

Perjanjian Kerja $ama trerakhir apabita:

a. jangka waktu perjanjian Kerja sarna telah selesai; ataub' atas kesepakatan PARA PltlAtr{ untuk mengakhiri kerjasama sebelum jangka waktuperjanjian Kerja Sama berakhir.

pasal E
Keadaan Mernalsa {Force Majeure)

(5') Apabila terjadi hal'hal tli luar kekuasaan PARA PIHAK atau keadaan memaksa, dapatd ira ku ka n peru barra n pera ksa n aan p;r; 
"Ji 

J !i;;; iam ; il; il*,il;]il n e*ma prHAK.(2) Keadaan memaksa sebagaimina. 
.aimalerd p;da 

_ayat (1), adatqh adanya lcebi.lakanpemerlntah vang rnengakibatlran ti$.k ;leiioii*ilrtrinnvi-il"lrlnriaan perjanjian Kerjasama ini dan apabira rJrjad*rairrar di ruar r;*t ;;;; *ARA px*fiK.

pasat g
myelesalan Ferselisihan

(L) Apabila dikemudian hari timbul permasarahan dalam perbedaan penafslran dan
ffiJ3ffi:?]il ,|;J,fflHn[io, sama 

-i,i ;il;'?o* prHAK akan diseresaikan secara
(2) Dalarn ha! musyawarah dan mufakat sebagalmana dima-ksud pada ayat (L) tidak tercapa!,maka akan disetesalkan sesuai dengan kete-ntuin Gitrrun perundang-undangan.

euarua#ilX!$uo,,oo,un

T11f-at, laporan herkata pemanfaatan Ntffi, DataKependudukan dan KTPd pu, uu*uuter, bu-ril-lini *tul, semester pertama dan brranDesember untuk sen.ester lteoua rn*puoi-Firmil"xesaru dengan ternbusan DirekturJenderar Kependudukan dan pen.atata, sipirdan Gubernur,(2) PlllAK KE$ATU melakukan evalua-si pemanraatan-*,n, ,r*u Kependudukan dan KTp-el$ecara herkara atas raporir pli+nk i{Ertil';;brg;il;r, drmaksud pada ayat (1).(3) 
[,,f"##ffi-*:?dapat 

melakukan evatuasi pemanfaatan NrK, Data Kependudrkan dan Krp-
(4) t{asil evaluasi selragaimana 

't*u|u-yg. 
p.a!3 ayat (2) dirapodran kepada Gubernur dengan

ffi'uun 
Menteri oalanr ru*llii-*"lat;i Eir,;dru, i*'ni*rrl Kependudukan dan Fencatatan

4
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Pas€l1.l
Lain-Lain

(1) Dalam hal diperlukan adanya penambahan atau pengurdngan matcri Perjanjian Kerja

Sama ini, maka dapat dilakukan perubahan atas persetuj'uan PARA PIHAfi.

(2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dltuangkan Oq!q, Adendum yang

merupakan ba$ian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

(3) Ketentuan-ketentuan yang bersifat teknis dan operasional dalam pelaksanaan Ferjanjian
Kerja Sama ini akan disusun dalam Petunjuk Tenis.

Fasal3.2ilffi;
Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), rnasing-masing dibubuhi
materai cukup dan rnernpunyai kekuatan hukum yang sama setelal'l ditandatangani PARA

PIHAK.

PIFIAK KESATUP

4
H. Novrial,S.E., MA, Akt.

NIP; 19661105 199409 L OOE
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